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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan terhadap
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
187

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);




11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 5 tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan

BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayar harus sesuai
dengan satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk
standar rumah negara bagi pimpinan dan Anggota DPRD,
tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

(3) Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan
Bupati dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD
dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai
dengan standar sewa rumah negara yang ditetapkan
untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota
DPRD.

(4) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah
Daerah melalui apraisal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(4)

(5)

Pasal 18

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran tunjangan tranportasi yang dibayar harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional
kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah
Daerah melalui apraisal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan
perbulan dengan standar kendaraan dinas Ketua
DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD setara harga sewa kendaraan
perbulan dengan standar kendaraan dinas Wakil
Ketua DPRD; dan

c. Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan
perbulan di bawah standar kendaraan dinas jabatan
pimpinan bagi Anggota DPRD.

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak beleh melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 22

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang
mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
ke dalam renja dengan mempedomani agenda yang
disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1
tahun anggaran yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.



(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD menggunakan
perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan
DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan belanja
penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang
kas/bendahara sekretariat DPRD kepada pihak ketiga.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan reses
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2923

BUPATI BENGKALIS,

ttd
KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2823

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN RENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.3%1.0/2023)

NIP. 19820706 201001 1 009





